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ABSTRAK

HAM dan demokrasi adalah konsep persekutuan dan hubungan sosial
yang lahir dari histori kultur manusia. Oleh karena itu, gagasan Indonesia
merupakan negara hukum memiliki keterkaitan terhadap konsep HAM dan
demokrasi, dan pada kenyataannya yang mengatur adalah hukum, bukan
rakyat. MPR juga menetapkan sebuah payung hukum bagi HAM dengan
nomor XVII/MPR/1998. Berdasarkan hal tersebut, kemudian diterbitkannya
sebuah aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
HAM (UU HAM), yang memiliki kapasitas vital yang terkait dengan cara
paling umum dalam HAM di Indonesia. Baru-baru ini, adanya sebuah kasus
yang diduga terjadi adanya suatu tindakan yang bertentangan dengan HAM,
hal ini melibatkan pegawai KPK yang menjalankan penyelenggaraan Tes
Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan tujuan peralihan status yang
sebelumnya berstatus hanya sebagai KPK namun wajib dialihkan sebagai
Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pengalihan status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN dengan
metode TWK sebagaimana amanat dari Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021
tidak mendasar dengan peraturan diatasnya yaitu PP Nomor 41 Tahun 2020
dikarenakan dalam PP tidak mengisyaratkan adanya pelaksanaan TWK, dan
berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan saat dilakukannya asesmen TWK
dengan metode wawancara berindikasi Pelanggaran HAM sebagaimana
mengenai hak-hak yang dilanggar bahwasannya telah dijamin oleh UUD 1945
dan Undang-Undang HAM. Berkaitan dengan kewenangan Komnas HAM
untuk melakukan penyelidikan hanya bisa dilakukan dalam kasus Pelanggaran
HAM Berat (Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan) sementara
dalam kasus pengalihan status pegawai KPK bukan termasuk Pelanggaran
HAM Berat, serta mengenai kekuatan rekomendasi yang bersifat tidak
mengikat dan tidak memiliki sanksi di dalamnya, sehingga rekomendasi
Komnas HAM terbilang lemah.

Kata kunci : HAM, pengalihan status pegawai KPK, ASN



ABSTRACT

Human right and democracy are concepts of communion and social
relations that were born from the history of human culture. Therefore, the
notion of Indonesia being a rule of law is related to the concepts of human
rights and democracy, and in fact what governs is the law, not the people.
The MPR also established a legal umbrella for human rights with number
XVII/MPR/1998. Based on this, a legal regulation was issued, namely Law
Number 39 of 1999 concerning Human Rights (UU HAM), which has a vital
capacity related to the most common ways of human rights in Indonesia.
Recently, there was a case where there was an alleged act that was contrary
to human rights, this involved KPK employees carrying out the National
Insights Test (TWK) with the aim of changing the status of the previous status
only as KPK but had to be transferred as a State Civil Apparatus. (ASN).

The transfer of status of KPK Employees to ASN Employees with the
TWK method as mandated by Perkom KPK Number 1 of 2021 is not
fundamental to the regulations above, namely PP Number 41 of 2020
because the PP does not imply the existence of TWK implementation, and
relates to the questions given during the TWK assessment with the interview
method indicates human rights violations as regards the rights that have been
violated that have been guaranteed by the 1945 Constitution and the Human
Rights Law. With regard to Komnas HAM authority to carry out
investigations, it can only be carried out in cases of Serious Human Rights
Violations (Crime of Genocide and Crimes against Humanity) while in cases
of transferring the status of KPK employees it does not include Serious
Human Rights Violations, as well as regarding the strength of
recommendations that are non-binding and do not have sanctions in them , so
that Komnas HAM recommendations are relatively weak.
Keywords: human rights, transfer of KPK employee status, ASN
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